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Info Artikel Abstract

Sejarah Artikel: This research is motivated by the debate regarding the
Diterima: 20 Juli 2025 recognition of zakat as a deduction from income tax for
Direvisi: 30 Agustus 2025 Muslim taxpayers, as requlated in Law No. 23 of 2011 and
Dipublikasikan: related tax regulations. The purpose of this research is to
02 Oktober 2025 analyze the extent to which the payment of zakat mal can
e-ISSN': 2829-2960 influence income tax obligations, as well as to review the
p-ISSN: 2829-8101 implementation of this policy in practice. The method used is
DOL: a quantitative approach with secondary data analysis from
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o results show that there is a significant negative relationship
ALl between the payment of zakat mal and the amount of tax
obligation that must be paid, especially if the zakat is paid
through  officially  registered zakat institutions. The
conclusion of this research shows that zakat mal can serve as
a reduction in income tax, although its effectiveness is greatly
influenced by administrative compliance and taxpayers
understanding of the applicable requlations. Therefore, it is
recommended that the government enhance the socialization
and integration of the zakat and taxation systems to optimize

yhe benefits of this policy.

Keywords: Zakat Mal, Income Tax Deduction, Muslim
Taxpayer.

distribusi kekayaan dan upaya

PENDAHULUAN pengentasan kemiskinan (Suryani &

Dalam sistem ekonomi Islam, Fitriani, 2022). Zakat mal
zakat memiliki posisi yang sangat khususnya, merupakan kewajiban
penting sebagai instrumen bagi setiap muslim yang telah
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memenuhi syarat tertentu atas harta
yang dimiliki (Atabik, n.y.). Di sisi
lain, dalam sistem kenegaraan
modern seperti di Indonesia, pajak
menjadi sumber utama penerimaan
negara yang digunakan untuk
membiayai  pembangunan dan
pelayanan publik. Kedua instrumen
ini (zakat dan pajak) secara prinsip
memiliki kesamaan tujuan, yaitu
mendukung kesejahteraan
masyarakat, namun berasal dari
sistem hukum dan filosofi yang
berbeda(Musthafa, 2024).

Pemerintah Indonesia
mengakomodasi  unsur syariah
dalam sistem perpajakan dengan
mengeluarkan regulasi yang
memungkinkan zakat mal berperan
sebagai pengurang pajak
penghasilan (PPh). Hal ini diatur
dalam UU No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat serta
beberapa peraturan perpajakan
(Atikah et al, 2024). Seperti
peraturan Direktorat Jenderal Pajak
No. PER-6?/PJ /2011, yang
memberikan pengakuan atas zakat
yang dibayarkan melalui Lembaga
Amil Zakat (LAZ) resmi sebagai
komponen  pengurang  dalam
perhitungan PPh (Maulida & Ulfah,
2023). Meskipun secara normatif
kebijakan  ini = telah  diatur,
efektivitasnya dalam praktik masih
menjadi perdebatan dan
memunculkan berbagai pertanyaan,
baik dari sisi kepatuhan

administratif, pemahaman wajib

pajak, maupun tingkat sosialisasi
dari pemerintah (Andatu et al.,
2025).

Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh keingintahuan terhadap sejauh
mana zakat mal benar-benar dapat
mengurangi  kewajiban  Pajak
Penghasilan wajib pajak muslim.
Banyak studi sebelumnya
menunjukkan bahwa implementasi

zakat sebagai pengurang pajak

belum sepenuhnya optimal,
terutama karena kurangnya
kesadaran wajib pajak,

ketidaktahuan terhadap mekanisme
teknis, serta keterbatasan sistem
yang mengintegrasikan pembayaran
zakat dengan sistem pelaporan
pajak. Di samping itu, belum semua
wajib pajak menyalurkan zakat
melalui LAZ resmi yang diakui oleh
pemerintah, sehingga zakat yang
dibayarkan tidak selalu dapat
dikreditkan
penghasilan.

terhadap pajak

Dengan pendekatan kuantitatif
dan analisis data sekunder yang
diperoleh dari data wajib pajak dan
Lembaga Amil Zakat resmi,
penelitian ini bertujuan untuk
menguji secara empiris apakah

terdapat hubungan antara
pembayaran zakat dan
pengurangan  kewajiban  pajak.

Penelitian ini juga menelaah faktor-
faktor yang memengaruhi
implementasi kebijakan tersebut,
serta memberikan rekomendasi

untuk meningkatkan sinergi antara
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sistem zakat dan perpajakan di

Indonesia. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan

kebijakan fiskal yang lebih inklusif,
adil, dan selaras dengan prinsip-
prinsip syariah.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif =~ dengan

metode analisis data sekunder, yang
diperoleh dari lembaga-lembaga
resmi seperti Direktorat Jenderal
Pajak (DJP), Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS), serta data
publikasi lain yang relevan. Data
yang dianalisis meliputi jumlah
wajib pajak yang melaporkan SPT
Tahunan,

tingkat kepatuhan

pelaporan  pajak, potensi dan
realisasi zakat nasional, serta indeks
literasi zakat masyarakat. Tujuan
dari pendekatan ini adalah untuk
mengukur dan menganalisis
hubungan antara pembayaran zakat
mal dan pengurangan kewajiban
pajak penghasilan, dengan
menggunakan data numerik yang
bersifat objektif dan dapat diukur
secara  statistik(Peter = Mahmud

Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Zakat dan Pajak

Landasan hukum zakat
bersumber dari Al-Qur’an, yang
secara eksplisit memerintahkan

pengambilan zakat dari harta orang-

orang beriman untuk menyucikan

jiwa dan menyucikan harta mereka

(Kusela et al., 2025). Beberapa ayat

yang menjadi dasar hukum zakat

antara lain;
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“Ambillah zakat dari harta mereka,

guna membersihkan dan
menyucikan mereka...” (QS. At-
Taubah:103)
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“Dan dirikanlah solat, tunaikanlah

zakat, dan taatlah kepada Rosul

agar kamu diberi Rahmat” (QS. An-
Nuur: 56)

Ayat-ayat ini menunjukkan
bahwa zakat memiliki landasan
syariat yang kuat dan bersifat wajib,
serta merupakan bagian dari sistem
distribusi kekayaan dalam Islam
untuk menciptakan keadilan sosial
dan kesejahteraan umat.

Adapun pajak merupakan salah
satu bentuk pendapatan negara
yang menyambung  persentase

terbesar  dibandingkan  dengan

sektor-sektor =~ pendapatan  lain
seperti minyak. Dasar hukum pajak
yang tertinggi adalah pasal 23A
UUD 1945 yang berbunyi; “Pajak
dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan Undang-Undang”

(Undang-Undang Dasar 1945).
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Zakat sebagai Pengurangan Pajak

Kebijakan zakat
pengurang penghasilan kena pajak
diatur dalam UU  Republik
Indonesia No. 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan dan UU
No.23  Tahun 2011
Pengelolaan Zakat yang merupakan
perubahan dari UU No. 38 Tahun
1999, serta keputusan Direktorat

sebagai

tentang

Jenderal Pajak dengan nomor KEP-
163/P]/2003 mengenai Perlakuan
Zakat dikurangkan dari penghasilan
dalam Perhitungan Penghasilan
Kena Pajak atas Pajak Penghasilan
(Anwar, 2022).

Zakat dan pajak memiliki
hubungan yang saling terkait,
namun terdapat perbedaan dalam
aspek. Keduanya memiliki
kesamaan dalam hal sifat yang
obligatoris, melibatkan pengelolaan
dana, dan memiliki tujuan
keselamatan bersama (Abdul &
Bakir, 2021). Baik zakat maupun
pajak bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan sosial-ekonomi dalam
masyarakat dan mencapai
redistribusi kekayaan untuk
kesejahteraan bersama. Namun,
terdapat perbedaan antara zakat
dan pajak dalam hal penamaan,
dasar hukum, dan sifat kewajiban
(Aini & Nasution, 2024). Dalam hal
penamaan, zakat memiliki makna
yang terkait dengan kebersihan,
kesucian, berkah, pertumbuhan,
manfaat, dan kemajuan. Pada sisi

lain, asal kata dari pajak ialah

“dharibah” yang memiliki arti
beban, dan terkadang dihubungkan
dengan istilah  “jizyah” yang
merujuk pada pajak tanah yang
dibayarkan oleh non-Muslim yang
tinggal di wilayah pemerintahan
Islam (Ratnasari & Fadhil, 2025).
Perbedaan tersebut menunjukkan
bahwa zakat memiliki karakteristik
yang lebih religius dan berorientasi
pada manfaat spiritual, sementara
pajak lebih  berkaitan dengan

pembiayaan  pemerintah dan
regulasi ekonomi  (Efendi &
Fathurrohman, 2021).

Analisis Empiris Hubungan Antara
Pembayaran  Zakat Mal dan
Kewajiban Pajak Penghasilan

Zakat mal dan pajak
penghasilan merupakan dua
kewajiban yang bersinggungan
dalam praktik ekonomi umat Islam,
khususnya di negara-negara dengan
sistem perpajakan modern
(Vientiany, 2021). Zakat mal,
sebagai  kewajiban  keagamaan,
diwajibkan atas harta yang telah
mencapai nishab dan haul, dan
ditujukan untuk membantu
kelompok mustahik yang telah
ditetapkan dalam syariat Islam
(Hafizd et al.,, 2024). Di sisi lain,
Pajak  Penghasilan =~ merupakan
kewajiban yang ditetapkan oleh
negara atas pendapatan individu
maupun badan wusaha, yang

digunakan ~ untuk  membiayai
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berbagai pengeluaran publik (Pujiati
& Warsito, 2022). Secara normatif,
zakat dan pajak memiliki tujuan
yang serupa dalam  konteks
redistribusi kekayaan dan
peningkatan kesejahteraan sosial.
Namun, dalam praktiknya, masih
sering ditemukan pandangan di
kalangan wajib pajak Muslim
bahwa membayar zakat sudah
cukup sebagai bentuk kontribusi
terhadap negara dan masyarakat,
sehingga menimbulkan potensi
konflik antara kewajiban religius
dan konstitusional (Wijaya &
Purwomiranti, 2023).
Beberapa studi empiris
menunjukkan adanya hubungan
yang signifikan antara kepatuhan
membayar zakat dan kepatuhan

membayar pajak, terutama jika

pemerintah memberikan
mekanisme  pengakuan  zakat
sebagai pengurang pajak

penghasilan (Rismawati & Supriadi,
2023). Dalam konteks Indonesia,
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
PER-6/PJ /2011 telah

mengatur bahwa zakat yang

Nomor

dibayarkan melalui Lembaga Amil
dijadikan
penghasilan  bruto,

Zakat resmi dapat
pengurang
sehingga menciptakan ruang sinergi
yang dapat mendorong kesadaran
fiskal ~ dan  spiritual = secara
bersamaan (Hafidh et al., 2021).
Penelitian empiris yang
dilakukan oleh Muhammad et al.
(2022) menunjukkan bahwa tingkat

religiositas dan pemahaman
mengenai insentif pajak atas zakat
berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan pajak. Responden yang
memiliki tingkat religiositas tinggi
cenderung lebih taat dalam
membayar zakat, dan ketika zakat
diakui secara formal dalam sistem
perpajakan, mereka juga lebih
bersedia untuk melaporkan dan
membayar pajak penghasilannya
secara benar. Hal serupa ditemukan
oleh Tamimah (2020), vyang
menegaskan bahwa religiositas,
pengetahuan zakat, dan sikap
terhadap kepatuhan pajak menjadi
variabel determinan dalam model
kepatuhan zakat mal. Sementara
itu, Johan & Prasetyo (2023)
mengungkap bahwa pengakuan
zakat sebagai pengurang pajak
dapat meningkatkan kemauan
muzakki untuk melaporkan
pajaknya secara akurat.

Namun, tantangan utama dalam
integrasi  ini  terletak  pada
kurangnya sosialisasi, minimnya
literasi pajak dan zakat, serta belum
optimalnya sistem pelaporan dan
pendataan antara lembaga zakat
dan otoritas perpajakan
(Cokrohadisumarto, 2022). Oleh
karena itu, pendekatan kebijakan
berbasis data empiris sangat
dibutuhkan untuk merumuskan
sinergi yang tidak hanya normatif,
tetapi juga  aplikatif = dalam
mendorong kepatuhan fiskal dan
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optimalisasi penerimaan negara
serta distribusi kesejahteraan umat.

Sinergi Zakat dan Pajak dalam
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Dalam konteks negara dengan

mayoritas  penduduk  Muslim
seperti Indonesia, potensi sinergi
antara zakat dan pajak menjadi
sangat relevan untuk dikaji. Selama
ini, keduanya kerap dianggap
sebagai dua kewajiban yang
terpisah dan berjalan sendiri-
sendiri. Padahal jika dikelola secara
terintegrasi dan saling melengkapi,
zakat dan pajak dapat menjadi pilar
ganda dalam sistem distribusi
kekayaan yang adil dan
berkelanjutan (Hidayat & Rusmiati,

2019).

Sinergi tersebut dapat
diwujudkan  melalui  beberapa
pendekatan strategis, seperti

integrasi data antara lembaga
pengelola zakat dan otoritas pajak,
pengakuan zakat sebagai
pengurang pajak penghasilan, serta
penyelarasan tujuan distribusi dana
zakat dan belanja negara untuk
program-program kesejahteraan
sosial (Mintarsih & Saehudin, 2025).
Dengan pendekatan ini, keberadaan
zakat tidak hanya  menjadi
pelengkap sistem pajak, tetapi juga
memperkuat fungsi redistribusi dan
pengentasan  kemiskinan secara
lebih menyeluruh (Djatmiko, 2019).
Lebih jauh, sinergi ini juga
mencerminkan prinsip keadilan

sosial dalam perspektif Islam dan
konstitusi negara. Zakat
mengandung nilai spiritual dan
moral yang kuat, sedangkan pajak
menjamin keberlangsungan
administrasi negara (Ashoni &
Fitriyah, 2025). Keduanya, jika
dikelola secara transparan,
akuntabel, dan profesional akan
membentuk sistem kesejahteraan
yang lebih inklusif serta mampu
menjawab tantangan ketimpangan
sosial dan ekonomi yang masih
menjadi masalah utama di banyak
negara berkembang (Najiyah et al.,
2022). Oleh karena itu, penguatan
sinergi antara zakat dan pajak
bukan hanya soal efisiensi fiskal,
tetapi juga merupakan bagian dari
strategi besar pembangunan
nasional yang berkeadilan dan
berlandaskan nilai-nilai religius
serta  kenegaraan. = Pemahaman
masyarakat terhadap posisi dan
kontribusi masing-masing
instrumen perlu ditingkatkan, agar
tidak terjadi

persepsi

tumpang tindih
maupun resistensi
terhadap kewajiban yang pada
dasarnya saling ~ mendukung

(Hariyanto & Junaidi, 2023).
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Masalah  Zakat
Nasional dari Tahun ke Tahun

Perkembangan

Potensi vs Realisasi Zakat Nasional, 2021-2024
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1) Tahun 2021

Pada tahun 2021, realisasi
pengumpulan zakat hanya
mencapai Rp10,2 triliun, atau sekitar
3,12% dari potensi nasional yang
diperkirakan =~ mencapai = Rp327
triliun (KEMENKO PMK, 2021).
Rendahnya angka ini
mencerminkan kesenjangan besar
antara potensi dan realisasi zakat.
Selain itu, literasi dan kepercayaan
masyarakat  terhadap lembaga
pengelola zakat yang masih rendah
juga menjadi faktor. Terlihat dari
hanya sekitar 4,4% potensi zakat
yang dikumpulkan melalui lembaga
resmi, sementara sisanya disalurkan

langsung oleh muzakki.

2) Tahun 2022

Pada 2022, Baznas mencatat
bahwa potensi zakat nasional
sebesar Rp327 triliun. Namun,
realisasinya baru mencapai Rp22,4
triliun, dengan distribusi sebesar
Rp20  triliun
Tantangan utama masih berasal dari

(Baznas, n.y.).

rendahnya kepatuhan administrasi
dan pemahaman pajak, dimana
banyak muzakki tidak mengetahui

bahwa zakat dapat menjadi
pengurang pajak, sehingga mereka
lebih memilih untuk menyalurkan

langsung.

3) Tahun 2023

Tahun 2023 potensi zakat tetap
sebesar ~ Rp327
realisasinya baru mencapai Rp33
triliun  (Antara, 2024). Studi
menunjukkan bahwa inflasi tinggi

triliun, dan

dan siklus Ramadan mendorong
koleksi zakat,
khususnya menjelang Idul Fitri,

peningkatan

dengan kontribusi peningkatan
sekitar 1,764% (Kafabih, 2024).

4) Tahun 2024

Pada 2024, potensi zakat tetap
di angka Rp327 triliun, namun
realisasi zakat mal dan infak hanya
sekitar Rp41l triliun (BAZNAS,
2024). Hal ini dikarenakan masih
banyaknya muzakki yang
menyalurkan zakat langsung ke
kekhawatiran

penerima  karena

terhadap  pengelolaan lembaga
zakat, seperti yang ditunjukkan oleh

hasil survei.

5) Tahun 2025

Tahun 2025 mencatat potensi
zakat sebesar Rp327 triliun per
tahun, tetapi koleksi zakat baru
mencapai sekitar Rp41-42 triliun,
atau hanya 12-13% dari potensi
tersebut. Pada tahun ini, pemerintah
menargetkan peningkatan koleksi
zakat sebesar 10% melalui upaya
digitalisasi, integrasi data melalui
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DTSEN, dan berbagai inovasi digital
guna  mendorong
realisasi (Antara, 2025).

peningkatan

Tantangan  Implementasi  dan
Upaya Peningkatan Efektivitas
Kebijakan Integrasi Zakat dan
Pajak di Indonesia

Sebagaimana  yang  sudah
dibahas
kebijakan integrasi zakat sebagai

sebelumnya, bahwa

pengurang pajak yang telah diatur
dalam UU No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat dan UU
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan (PPh) dapat
memungkinkan zakat yang
dibayarkan melalui Lembaga Amil
Zakat resmi menjadi pengurang
penghasilan kena pajak. Namun,
efektivitas implementasi kebijakan
ini masih menghadapi berbagai
kendala di lapangan, yaitu;

a) Rendahnya Kepatuhan
Administrasi
Menurut data Direktorat

Jenderal sudah ada 14,06 juta wajib
pajak yang menyampaikan SPT
Tahunan yang ini meliputi Wajib
Pajak Orang Pribadi dan Wajib
Pajak Badan. Mengingat jumlah
wajib pajak yang sudah
menyampaikan SPT Tahunan hanya
sebanyak 14,06 juta, maka rasio
kepatuhan hingga 1 Mei 2025
diketahui  baru  sebesar  71%
(Wildan, 2025). Di sisi lain, laporan
BAZNAS tahun 2022 menunjukkan
bahwa dari potensi zakat nasional
sebesar Rp327 triliun per tahun,

sedangkan realisasi dana zakat yang
terkumpul hanya sebesar Rp4l
triliun di tahun 2024 atau baru
mencapai 12% dari total potensi
tersebut (Antara, 2024). Rendahnya
pelaporan baik dari sisi pajak
maupun zakat mengindikasikan
lemahnya kepatuhan administratif,
terutama dalam dokumentasi zakat
sebagai pengurang pajak.
b) Kurangnya Pemahaman Wajib

Pajak

Survei Lembaga Survei
Indonesia  (2022)  mengungkap
bahwa 67% responden tidak
mengetahui bahwa zakat bisa
digunakan sebagai pengurang pajak
penghasilan. Hal ini menunjukkan
kurangnya edukasi dan sosialisasi
tentang hak-hak perpajakan terkait
zakat. Bahkan, banyak muzakki
(pembayar zakat) yang memilih
menyalurkan zakat ke masjid atau
individu secara langsung, sehingga
tidak memiliki bukti sah untuk
pengurangan pajak (Nisa et al.,
2024).

c) Minimnya Integrasi Sistem

Belum adanya integrasi sistem
data antara Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dan lembaga pengelola
zakat seperti BAZNAS atau LAZ
menyebabkan validasi bukti
pembayaran zakat menjadi sulit.
Misalnya, belum tersedia platform
digital nasional terintegrasi yang
dapat mencatat transaksi zakat
secara otomatis ke sistem DJP. Ini
menyulitkan proses verifikasi dan
pelaporan dalam SPT Tahunan
(Sugiarti & Aji, 2024).

328



Jurnal IQTISHOD; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 4 Nomor 2 Oktober 2025

Dengan adanya masalah-
masalah atau tantangan-tantangan
di atas, usulan kebijakan dan
langkah perbaikan untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan
integrasi zakat dan pajak, perlu
diterapkan dengan langkah-langkah
strategis berikut;

a) Digitalisasi Terintegrasi
Membangun  sistem  informasi
bersama antara DJP dengan
BAZNAS/LAZ untuk memudahkan
verifikasi otomatis atas bukti
pembayaran zakat sebagai
pengurang pajak. Hal ini dapat
mengacu pada sistem e-Bupot
(bukti potong) yang sudah berlaku
pada PPh pasal 23/26 (Yasin &
Saputra, 2023).

b) Sosialisasi dan Edukasi

Meningkatkan pemahaman
masyarakat melalui kampanye
terpadu antara Kementerian

Keuangan, Kementerian Agama,
dan BAZNAS tentang manfaat dan
mekanisme zakat sebagai
pengurang pajak. Hal ini bisa
dilakukan melalui media sosial,
webinar, dan pelatihan komunitas
(Hafidhuddin, 2019).

¢) Inovasi Insentif

Memberikan insentif tambahan,
misalnya pengurangan pajak lebih
besar bagi muzakki yang
menunaikan zakat profesi secara
teratur. Pemerintah juga Dbisa
mempertimbangkan insentif non-

tiskal seperti prioritas layanan pajak

atau pengakuan sosial (Suprayitno
et al., 2013).

d) Penguatan Regulasi

Perlu adanya peraturan turunan
atau revisi yang secara teknis
mengatur proses validasi, batas
maksimal pengurangan, serta sanksi
jika terjadi penyalahgunaan.
Harmonisasi regulasi antara DJZ
dan DJP sangat diperlukan (Susilo

& Djayusman, 2021).

KESIMPULAN

Pembayaran zakat mal terbukti
memiliki pengaruh positif yang
signifikan =~ dalam  mengurangi
kewajiban pajak penghasilan bagi
Wajib  Pajak  Muslim  melalui
mekanisme pengurangan pajak
yang diakui secara resmi, namun
implementasinya di  Indonesia
masih terkendala oleh rendahnya
kepatuhan administratif, kurangnya
pemahaman wajib pajak, serta
belum terintegrasinya sistem antara
lembaga zakat dan  otoritas
perpajakan. Untuk mengoptimalkan
efektivitas kebijakan ini, diperlukan
strategi seperti digitalisasi sistem,
peningkatan edukasi dan sosialisasi,
inovasi insentif, serta penguatan
regulasi teknis, sehingga integrasi
zakat dan pajak dapat mendorong
keadilan  fiskal,

kepatuhan pajak, dan mempercepat

meningkatkan

pemerataan kesejahteraan di

Indonesia.
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